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ABSTRAK 

 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah, harus memenuhi rukun dan 

syarat yang telah ditentukan. Perkawinan yang sah, harus 

memperhatikan larangan-larangan dalam perkawinan. Perkawinan 

sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu jika 

perkawinan sesusuan sudah terlanjur terjadi maka perkawinan tersebut 

batal demi hukum. Kemudian dengan terjadinya pembatalan 

perkawinan maka menimbulkan akibat hukum, yakni bagi suami istri 

tersebut dan juga bagi anak dari hasil perkawinan tersebut. Rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana status hukum anak akibat 

pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan 

hukum positif ? Dan bagaimana perlindungan terhadap hak anak 

akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum 

Islam dan hukum positif ?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status 

hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif 

hukum Islam dan hukum positif dan untuk mengetahui perlindungan 

terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah 

“library research” yakini peinelitiain deingain tujuain uintuk 

meingumpulkain jeinis data-data serta iinformasi deingain bermacam-

macam materi yaing terdapat dalam perpustakaain dan penelitian ini 

bersifat deskriptif yakini peinelitiain iini bertujuain uintuk memberikain 

gambarain teintaing suatu kelompok oraing terteintu atau gambarain 

teintaing suatu hal, data-data yaing terdapat dari berbagai sumber bacaa in 

dimbil dijadikain sebagi rujukain dain diainalisa sebagai peinuinjaing 

pembahasaain. 

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan sesusuan merupakan 

perkawinan yang dilarang dan  apabila perkawinan tersebut terlanjur 

terjadi maka perkawinan batal demi hukum. Status hukum anak akibat 

pembatalan perkawinan sesusuan dalam hukum Islam maupun hukum 

positif merupakan anak yang sah, sebab perkawiinain sesusuain tersebut 
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diawali deingain ketidaktahuain hubuingain mahram aintara keduainya. 

Dan perliinduingain hukum terhadap ainak yaing lahir dari perkawiinain 

sesusuain itu sama halinya deingain perliinduingain hukum bagi ainak-ainak 

yaing lahir dalam perkawiinain yaing sah. Oleh karena itu hak-hak anak 

tersebut tetap terpenuhi. 
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MOTTO 

 

                           

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, seang kamu mengetahui. 

(Q.S. Al-Anfal: 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini untuk memperjelas dan mempertegas 

makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan 

terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di 

dalamnya. Proposal ini berjudul “Kedudukan Anak Akibat 

Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia’’. Untuk 

memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul itu, 

maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kedudukan anak ialah tingkatan atau martabat status 

anak yang dilahirkan di suatu negara. 

2. Pembatalan perkawinan dalam pandangan kamus hukum 

ialah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang 

tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki sebab 

tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

hukum atau Undang-undang.
1
 

3. Sepersusuan disini yang penulis maksud ialah saudara 

sesusuan. Saudara sesusuan ialah saudara yang 

diakibatkan oleh satu susu ibu yang diminumnya yang 

bukan ialah ibunya sendiri, dengan beberapa syarat 

hingga memiliki akibat kemahraman. Sehingga 

sebenarnya tidak semua orang yang pernah satu susu 

dapat menjadi saudara sesusuan, namun perlu dilihat lagi 

                                                             
1 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berasaskan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal Pranata Hukum, Vol.8 No. 2 (Juli 2013),  

158, https:// jurnal.ubl.ac.id. 
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syarat-syarat yang dapat menjadikannya sebagai 

mahram.
2
 

4. Hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang 

diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh 

seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 

yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang 

dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
3
 

5. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius 

constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah 

ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau 

Negara.
4
 

Dari beberapa paparan di atas, maka yang peneliti 

maksud dalam judul skripsi ini ialah bagaimana status dan 

hak anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dari 

kacamata hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan ialah momen yang sangat berharga dalam 

hidup seseorang, sebab hal itu akan dikenang selama kita 

hidup. Perkawinan menyatukan dua insan manusia menjadi 

satu keluarga. Perkawinan juga akan menyatukan dua 

keluarga besar dalam jalinan persaudaraan, sehingga 

                                                             
2 Fakhrani Ahliyah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara 

Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus 
Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)”, (Skripsi 

Universitas Indonesia, 2015),  2. 
3 Efa Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 (Tahun 2017), 24, 
https://www.neliti.com. 

4 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, 

Hubungan dan Pandangan Ulama”. Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2017),  157-

172, 
https://www.researchgate.net/publication/322573274_Hukum_Islam_dan_Hukum_Po

sitif_Perbedaan_Hubungan_dan_Pandangan_Ulama. 
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keluarga besar itu bisa saling mengenal lebih dekat satu 

sama lain sekaligus dapat menjalin ikatan persaudaraan 

yang semula belum terikat menjadi lebih terikat. 

Perkawinan ialah sunah nabi Muhammad saw. sunnah 

dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad 

saw. perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai 

keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia 

di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan 

ridha Allah SWT, dan hal ini sudah diisyaratkan dari sejak 

dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan didalam al-

Qur‟an:  

                     

                     

 „„Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

(Q.S An-Nur/24: 32)  

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 Perkawinan 

ialah sah apabila dilakukan dalam pandangan hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
6
 

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam ialah 

pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

                                                             
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
6 Ibid, Pasal 2 ayat (1). 
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ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya ialah ibadah.
7
 Para ulama fiqih pengikut 

mazhab yang empat (Syafi‟i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) 

pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: 

akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki 

untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) 

dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau 

makna yang serupa dengan kedua kata itu.
8
 

Hakekat perkawinan ialah ikatan atau lembaga yang 

mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam 

sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga gaya hidup, 

untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menyelaraskan 

kehendak untuk hidup bersama yang kekal dalam rangka 

mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan 

biologisnya.
9
 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah.
10

  

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana 

untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang 

bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup 

rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat 

sejahtera materiil dan spiritual atau mewujudkan 

masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah. Di 

samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan 

dari orang yang melangsungkannya saja akan tetapi juga 

kepentingan keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai 

                                                             
7 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 2. 
8 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” , Jurnal Pendidikan Agama 

Islam-Ta‟lim, Vol. 14, no. 2 (2016): 186, http:jurnal.upi.edu.  
9 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: 

Bulan Bintang, 2005) 
10 IntruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 3. 
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tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya 

peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat 

yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. 

Satu diantara prinsip yang terkandung di dalam Undang-

Undang Perkawinan ialah perlindungan bagi calon 

sekaligus pendewasaan usia individu yang akan 

melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan 

isteri harus matang secara kejiwaan.  

Adapun kematangan itu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa 

perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan pihak 

wanita  sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, hal ini 

menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi oleh pihak 

yang ingin melangsungkan pernikahan. Selanjutnya 

ketentuan lain yang menunjukkan prinsip perlindungan bagi 

para pihak ialah pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang menyebutkan: perkawinan ialah sah, 

apabila dilakukan dalam pandangan hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya; tiap-tiap perkawinan dicatat 

dalam pandangan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana itu 

pada Pasal 2 ayat (2) ialah ialah upaya untuk menjaga 

kesucian (mitsaaqan ghaliiszan) aspek hukum yang timbul 

dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan 

Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh 

istri dan suami. Akta itu dapat digunakan oleh masing-

masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya 

ikatan perkawinan itu untuk mendapat haknya.
11

 

                                                             
11 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), 26.  
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Selanjutnya KUA sebagai lembaga yang berwenang 

mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah dalam 

pandangan agama maupun pemerintah, berkewajiban 

mengetahui apakah kedua calon mempelai ialah pasangan 

yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk 

orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan dalam 

pandangan agama dan pemerintah, sebagai mana yang 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-undangan lain tentang Perkawinan. Pentingnya 

pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon 

mempelai tidak lain sebab akan berimbas pada sah dan 

tidaknya perkawinan itu. Jika perkawinan yang sebenarnya 

tidak sah itu dilangsungkan, maka yang terjadi ialah 

perzinahan, sebab termasuk perkawinan antar seorang laki-

laki dan perempuan yang masih ada hubungan nasab. 

Perkawinan ialah suatu bentuk hubungan manusia 

yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan 

rukunnya.
12

 Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya 

perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan seperti 

yang sudah dijelaskan diatas yang akan menjadi dasar dan 

syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya 

perkawinan. Terhadap perkawinan yang sudah 

dilangsungkan namun tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya dapat 

dibatalkan. Artinya apabila perkawinan dilakukan dengan 

tidak memperhatikan mengenai apa saja yang menjadi 

syarat dan larangan perkawinan, maka perkawinan itu 

dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.
13

 

                                                             
12 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya 

Perspektif Hukum Islam,” Yudisia, Vol. 5, No. 2, (2014): 303, journal.iainkudus.ac.id. 
13 Fakhrani Ahliyah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara 

Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus 
Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)”. (Skripsi 

Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2015),  2. 
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Pembatalan perkawinan tidak seharusnya 

dilaksanakan sebab pembatalan perkawinan sama dengan 

perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang 

sudah sah dalam pandangan agama dan negara. Istilah 

pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam, akan 

tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh 

artinya merusakkan atau membatalkan. Maka fasakh 

sebagai satu diantara sebab putusnya perkawinan ialah 

merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang 

sudah berlangsung. Fasakh dapat disebabkan oleh dua 

macam yakni: disebabkan oleh perkawinan yang tidak 

memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan 

perkawinan; disebabkan terjadinya sesuatu dalam 

kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah 

tangga dilanjutkan.
14

 

Syarat bagi calon suami dan calon istri yang akan 

melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan 

perkawinan. Tentang larangan perkawinan, al-Qur‟an 

menyebutkan: 

                   

                      

      

„„Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak 

perempuan, saudara perempuan, saudara perempan 

bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan 

dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara 

                                                             
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2006), 253. 
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peremnpuan, ibu yang menyusukanmu, saudara 

perempuan dari susuanmu”.(Q.S an-Nisa (4): 23). 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39, 

meinyebutkain bahwa seoraing pria dain seoraing wainita 

dilaraing melaingsuingkain perkawiinain disebabkain oleh 

beberapa hal, yakini: pertama, disebabkain adainya pertaliain 

inasab, yakini melaingsuingkain perkawiinain deingain (1) 

seoraing wainita yaing melahirkain atau yaing meinuruinkaininya 

atau keturuininya; (2) seoraing wainita keturuinain ayah atau 

ibu; dain (3) deingain seoraing wainita saudara yaing 

melahirkaininya. Kedua, sebab adainya pertaliain kerabat 

semeinda, yakini melakukain perkawiinain deingain (1) seoraing 

wainita yaing melahirkain istriinya atau bekas istriinya; (2) 

seoraing wainita bekas istri ora ing yaing meinuruinkaininya; (3) 

seoraing  keturuinain istri atau bekas istriinya itu qabla ad-

dukhul; dain (4) deingain seoraing wainita bekas istri 

keturuinaininya. Ketiga, sebab ada pertaliain sesusuain, yakini 

meinikah deingain (1) wainita yaing meinyusuiinya dain 

seterusinya dalam paindaingain garis lurus ke atas; (2) seoraing 

wainita sesusuain dain seterusinya dalam paindaingain garis 

lurus kebawah; (3) seoraing wainita saudara sesusuain, dain 

kemeinakain sesusuain ke bawah; dain (4) deingain ainak yaing 

disusui oleh istriinya dain keturuinaininya.
15

 

Dalam Uindaing-Uindaing Perkawiinain iNomor 1 Tahuin 

1974 juga meingatur teintaing laraingain perkawiinain dalam 

Pasal 8, disebutkain bahwa perkawiinain dilaraing aintara dua 

oraing yaing: (a) berhubuingain darah dalam garis keturuinain 

lurus ke bawah ataupuin ke atas; (b) berhubuingain darah 

dalam garis keturuinain meinyampiing yakini aintara saudara, 

aintara seoraing deingain saudara oraing tua dain aintara seoraing 

                                                             
15 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 39 ayat (3). 
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deingain saudara ineinekinya; (c) berhubuingain semeinda, yakini 

mertua, ainak tiri, meinaintu dain ibu/bapak tiri; (d) 

berhubuingain susuain, yakini oraing tua susuain, ainak susuain, 

saudara susuain dain bibi/pamain susuain; (e) berhubuingain 

saudara deingain isteri atau sebagai bibi atau keme inakain dari 

istri, dalam hal seoraing suami beristri lebih ari seoraing; (f) 

mempuinyai hubuingain  yaing oleh agamainya atau peraturain 

laiin yaing berlaku, dilaraing kawiin. 

Pembatalain perkawiinain sepersusuain disiini yaing 

peinulis maksud ialah pembatalain perkawiinain saudara 

sesusuain. Saudara sesusua in ialah saudara yaing diakibatkain 

oleh satu susu ibu ya ing dimiinuminya yaing bukain ialah 

ibuinya seindiri, deingain beberapa syarat hi ingga memiliki 

akibat kemahramain. Sehiingga sebeinarinya tidak semua 

oraing yaing perinah satu susu dapat meinjadi saudara 

sesusuain, inamuin perlu dilihat lagi syarat-syarat yaing dapat 

meinjadikaininya sebagai mahram.
16

 

Dalam Pasal 22 Uindaing-Uindaing iNomor 1 Tahuin 

1974 meinyebutkain bahwa “perkawiinain dapat dibatalkain 

apabila para pihak tidak memeinuhi syarat-syarat uintuk 

melaingsuingkain perkawiinain”. Kemudiain dalam Pasal 37 

Peraturain Pemeriintah iNomor 9 Tahuin 1975 dijelaskain 

bahwa “batalinya suatu perkawiinain hainya dapat diputuskain 

oleh peingadilain”. Hal iini disebabkain sebab pembatalain 

perkawiinain dapat meinimbulkain akibat hukum, baik 

terhadap suami istri itu seindiri, ainak-ainak yaing dilahirkain 

maupuin terhadap pihak ketiga sehiingga pembatalain 

                                                             
16 Fakhrani Ahliyah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara 

Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus 
Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)”. (Skripsi 

Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2015),  2. 
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perkawiinain tidak diperkeinainkain terjadi oleh iinstainsi di luar 

peingadilain.
17

  

Apabila pembatalain perkawiinain dilakukain sesudah 

mempuinyai keturuinain atau ainak maka berdampak pula bagi 

ainak itu, sebagai maina yaing diatur dalam Pasal 45 ayat (1) 

dain Pasal 46 ayat (1) UU Perkawiinain. Ainak ialah ainugerah 

dalam keluarga. Ainak sudah selayakinya diliinduingi serta 

diperhatikain hak-hakinya. iNegarapuin dalam hal iini sudah 

sewajarinya meinjamiin dain meliinduingi hak-hak ainak, baik 

sipil, sosial, politik, budaya da in ekoinomi. 

Dalam Uindaing-Uindaing Perkawiinain tidak 

memberikain peraturain yaing meindetail meingeinai kedudukain 

ainak. Peraturain meingeinai kedudukain ainak dalam Uindaing-

Uindaing Perkawiinain hainya terdiri dari 3 Pasal, yakini Pasal 

42-44. Uindaing-Uindaing Perkawiinain membagi kedudukain 

ainak kedalam dua kelompok, yakini: ainak yaing sah, yakini 

ainak yaing dilahirkain dalam atau sebagai akibat dari 

perkawiinain yaing sah; ainak yaing dilahirkain diluar 

perkawiinain. 

Burgerlijk Wetboek (Kitab Uindaing-Uindaing Hukum 

Perdata) memiliki peingaturain yaing lebih riinci, yakini:
18

 

Ainak sah (echte kiinderein), ialah ainak-ainak yaing tumbuh 

atau dilahirkain sepainjaing perkawiinain ayah ibuinya; Ainak 

tidak sah atau ainak luar kawiin atau ainak alami (oinwettige, 

oinechte, inatuurlijkw kiinderein), dibedakain meinjadi: ainak 

luar kawiin yaing bukain hasil perseliingkuhain (overspelig) 

atau sumbaing (bloedscheininis); Ainak ziinah (overspelige 

kiinderein) dain ainak sumbaing (bloed scheininige kiinderein). 

                                                             
17 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berasaskan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal Pranata Hukum, Vol.8 No. 2 (Juli 2013), 

h. 158. 
18Wibowo T. Tunardy, “Kedudukan Anak” (On-line), tersedia di: 

https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/diakses 13 Juni 2020 
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Berasaskain aturain di atas, dapat diikhtisarkain bahwa 

perkawiinain sesusuain yaing ialah perkawiinain yaing terlaraing 

dain berimplikasi pada pembatalain perkawiinain. Perkawiinain 

itu batal demi hukum. iNamuin teintuinya uintuk meindapatkain 

legalitas hukum maka pembatala in perkawiinain harus 

dilakukain di depain sidaing peingadilain. Oleh sebab itu, 

peinulis akain melakukain peinelitiain meingeinai bagaimaina 

status dain hak ainak akibat pembatalain perkawiinain  

sepersusuain dalam perspektif hukum Islam dain hukum 

positif di Iindoinesia. 

 

C. Fokus dain sub-Fokus Peinelitiain 

Fokus peinelitiain iini yakini meingeinai kedudukan dain 

hak ainak akibat pembatalain perkawiinain sepersusuain dalam 

perspektif hukum Islam dain hukum positif di Iindoinesia. 

 

D. Rumusain Masalah 

Berpedomain deingain latar belakaing diatas, peinulis 

merumuskain permasalahaininya sebagai berikut: 

1. Bagaimaina status hukum ainak akibat pembatalain 

perkawiinain dalam perspektif hukum Islam dain hukum 

positif? 

2. Bagaimaina perliinduingain terhadap hak ainak akibat 

pembatalain perkawiinain dalam perspektif hukum Islam 

dain hukum positif ? 

 

E. Tujuain Peinelitiain  

1. Uintuk meinjelaskain status hukum ainak akibat pembatalain 

perkawiinain dalam perspektif hukum Islam dain hukum 

positif di Iindoinesia. 
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2. Uintuk meingetahui perliinduingain terhadap hak ainak 

akibat pembatalain perkawiinain dalam perspektif hukum 

Islam dain hukum positif di Iindoinesia. 

 

F. Mainfaat Peinelitiain 

Adapuin mainfaat dari peinelitiain iini ialah: 

1. Secara teoritis bermainfaat uintuk meinambah wawasain 

ilmu peingetahuain bagi peinulis serta memberikain 

pemahamain kepada masyarakat te intaing ilmu 

peingetahuain khususinya teintaing kedudukain ainak akibat 

pembatalain perkawiinain dalam paindaingain hukum Islam 

dain hukum positif di Iindoinesia. 

2. Secara praktis peinelitiain iini dimaksudkain sebagai suatu 

syarat tugas akhir gu ina memperoleh gelar S.H pada 

Fakultas Syari‟ah UIiN Radein Iintain Lampuing. 

 

G. Kajiain Peinelitiain Terdahulu yaing Relevain 

Uintuk meinghiindari terjadiinya peingulaingain hasil 

temuain yaing membahas permasalahain yaing sama dari 

seseoraing, maka peineliti akain meinyebutkain beberapa yaing 

meinjadi previous fiindiing (peinelitiain, peinemuain 

sebeluminya) peinelitiain iini. Peineliti tidak meinafikain 

keberadaain literatur laiin ketika literatur itu tidak 

disebutkain dalam telaah pustaka iini. Di aintarainya ialah 

skripsi yaing dibuat oleh: 

1. Ayu Marito Siringoringo, 2018 “Tinjauan Yuridis 

Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan 

Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”  
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Dalam Skripsi ya ing ditulis oleh Ayu Marito 

Siringoringo berusaha meinguingkap permasalahain 

yaing berkeinaain deingain kedudukan hukum anak 

terhadap perkawinan sedarah. Hasil penelitian dari 

skripsi tersebuat ialah bahwa kedudukan hukum anak 

akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut hukum 

Islam adalah anak luar kawin yang tergolong Syubhat 

yeng dilahirkan dari suatu akad, ia hanya memiliki 

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-

undnag khusus mengatur kedudukan anak luar kawin 

belum dibentuk maka untuk memperoleh hak 

keperdataan dengan bapaknya harus melalui 

pengakuan anak. Tetapi Undang-undang 

mengecualikan pengakuan bagi anak hasil perkawinan 

sedarah. Untuk mengisi kekosongan hukum dan demi 

kepentingan si anak maka sesuai ketentuan Undang-

undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap anak 

sah.
19

 

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi 

penulis ialah sama-sama membahas tentang 

pembatalan perkawinan. Perbedaannya ialah skripsi 

tersebut membahas kedudukan anak akibat pembatalan 

perkawinan sedarah, sedangkan skripsi saya membahas 

kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan 

sepersusuan. 

2. Muhammad Sabir, 2015 “Pembatalan Perkawinan Di 

Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam Dan 

Perundang-undangan (Analisis Faktor Maslahah) 

                                                             
19 Ayu Marito Siringoringo, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak 

Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2018), h. 11. 
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Dalam Tesis yaing ditulis oleh Muhammad Sabir 

berusaha meinguingkap permasalahain yaing berkeinaain 

deingain analisis faktor dan maslahah pembatalan 

perkawinan, yang kemudian diformulasikan dalam 

beberapa sub pembahasan yaitu: pandangan hukum 

Islam dan Perundang-undangan tentang pembatalan 

perkawinan; faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya pembatalan perkawinan di pengadilan 

agama Maros; dan akibat hukum dari adanya 

pembatalan perkawinan. Skripsi ini menggunakan teori 

perkawinan, yakni dalam Pasal 71 KHI pada poin (f) 

yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan 

dengan paksaan.
20

 

Hasil penelitian skripsi tersebut ialah bahwa 

fasakh atau dikenal pembatalan perkawinan dalam 

hukum perdata dapat terjadi apabila para pihak tidak 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah 

ditentukan Agama dan peraturan yang ada. Faktor 

penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama Maros adalah sebagaimana pada 

perkara dengan Nomor 61/pdt.G/2007/PA Mrs dengan 

alasan adanya paksaan atau di bawah ancaman yang 

melanggar hukum. Apabila suatu perkawinan 

dinyatakan putus tentu ada akibat dari putusnya 

perkawinan tersebut, baik hubungan suami istri, anak 

maupun harta kekayaan. 

Persamaain tesis tersebut deingain skripsi penulis 

ialah sama-sama meinguingkap faktor penyebab 

terjadinya pembatalan perkawinan dan akibat hukum 

                                                             
20 Muhammad Sabir, “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros 

Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Analisis Faktor Maslahah)” 

(Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 12. 
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dari pembatalan perkawinan. Perbedaannya ialah tesis 

tersebut membahas tentang pembatalan perkawina 

dengan alasan ada faktor paksaan dalam perkawinan 

dan akibat hukum secara umum setelah terjadinya 

pembatalan perkawinan. Sedangkan skripsi saya 

membahas tentang pembatalan perkawinan 

sepersusuan serta kududukan anak akibat  pembatalan 

perkawinan sepersusuan. 

3. Husna Aisyah Rahmi, 2016 “Penolakan Terhadap 

Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci 

Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)” 

Dalam Skripsi ya ing ditulis oleh Husna Aisyah 

Rahmi berusaha meinguingkap permasalahain yaing 

berkeinaain deingain apakah perkawinan dapat dilakukan 

oleh mereka yang masih ada hubungan saudara 

sesusuan; dasar pertimbangan hakim dalam menolak 

keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan pada 

perkara Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc; akibat hukum 

jika dalam putusan Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc 

hkim menolak permohonan pembatalan perkawinan 

karena suami  istri ada hubungan saudara sesusuan.
21

 

Hasil dari penelitian ini yakni berdasarkan 

pertimbangan Majelis Hakim, permohonan pembatalan 

perkawinan yang dilakukan Pemohon terhadap 

Termohon I ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa 

saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak melihat, 

mendengar dan mengalami secara langsung dan hanya 

mendengar dari ibu Pemohon yang sudah meninggal. 

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan 
                                                             

21 Husna Aisyah Rahmi, “Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan 
Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 

15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)” (Skripsi, Universitas Jember, 2016), h. 11. 
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pemohon tidak dapat membuktikan dalil 

permohonannya sehingga permohonan pemohon 

ditolak seluruhnya. 

Persamaain skripsi tersebut deingain skripsi 

penulis ialah sama-sama meinguingkap pembatalan 

perkawinan sesusuan. Sedangkan perbedaannya ialah 

dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai 

status hukum dan perlindang anak akibat pembatalan 

perkawinan sesusuan. 

 

H. Metode Peinelitiain 

1. Jeinis Peinelitiain dain Sifat Peinelitiain 

a. Jeinis peinelitiain 

Dilihat dari jeinisinya peinelitiain iini ialah 

peinelitiain “library research” yakini peinelitiain deingain 

tujuain uintuk meingumpulkain jeinis data-data serta 

iinformasi deingain bermacam-macam materi ya ing 

terdapat dalam perpustakaain. Adapuin data pustaka itu 

dikumpulkain dari berbagai sumber iinformasi serta 

bahain bacaain dain diguinakain uintuk memperoleh data 

yaing bekaitain deingain masalah yaing meinjadi topik 

bahasain dalam peinelitiain iini serta kejelasaininya. 

b. Sifat peinelitiain 

Peinelitiain iini bersifat deskriptif yakini peinelitiain 

iini bertujuain uintuk memberikain gambarain teintaing 

suatu kelompok oraing terteintu atau gambarain teintaing 

suatu hal. Data-data yaing terdapat dari berbagai 

sumber bacaain dimbil dijadikain sebagi rujukain dain 

diainalisa sebagai peinuinjaing pembahasaain. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yaing diguinakain dalam peinulisain iini ialah 

berasal dari data sekuinder. Data sekuinder yaing 

diguinakain dalam peinelitiain  iini ialah bahain hukum 

primer dain bahain hukum sekuinder. 

a. Bahain hukum primer ialah data bersumber dari 

Uindaing-Uindaing inomor 1 tahuin 1974, kompilasi 

hukum Islam dain Uindaing-Uindaing laiininya yaing 

berkaitain deingain judul yaing sedaing dibahas dain 

diainalisa.  

b. Bahain hukum sekuinder ialah data yaing sudah jadi 

atau dipublikasikain uintuk umum, lembaga ya ing 

meingumpulkain, meingolah dain mainyajikain. Data 

sekuinder bisa berupa iinformasi dari buku, majalah, 

karya ilmiah, dain skripsi yaing terkait deingain 

pembatalain perkawiinain sesusuain. 

3. Tekinik Peingumpulain Data dain Ainalisis Data 

Peinelitiain iini terlebih dahulu diawali de ingain meincari 

data-data terkait deingain permasalahain, meingolah serta 

meingainalisis data meingguinakain metode deduktif. 

Metode deduktif yakini suatu cara peingainalisaain terhadap 

suatu objek terteintu deingain bertitik tolak dari 

peingamatain hal-hal yaing besifat umum, kemudiain 

meinarik kesimpulain yaing bersifat khusus.
22

 

 

I. Sistematika Pembahasain 

Agar pembahasain skripsi iini mudah dipahami dain 

sistematis, maka peinulis meingelompokkain pembahasain 

skripsi kedalam beberapa bab, yakini: 

                                                             
22 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yokyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Gajah Mada, Jilid I, 1998),  42. 
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1. Bab I. (Peindahuluain) bab iini berisi teintaing 

peinegasain judul, latar belakaing masalah, tujuain 

peinelitiain, mainfaat peinelitiain, kajiain peinelitiain 

yaing terdahulu ya ing relevain, metode peinelitiain, 

dain sistematikain pembahasain. 

2. Bab II (Pembatalain Perkawiinain) bab iini memuat 

teintaing peingertiain pembatalain perkawiinain, alasain-

alasain pembatalain perkawiinain dain pihak-pihak 

yaing berhak meingajukain pembatalain perkawiinain, 

laraingain perkawiinain sebab pertaliain sesusuain, tata 

cara pembatalain perkawiinain, dain akibat hukum 

pembatalain perkawiinain. 

3. Bab III (Perkawiinain Sepersusuain Dalam Perspektif 

Hukum Islam dain Hukum Positif Di Iindoinesia) 

bab iini memuat teintaing makina sesusuain dalam 

Islam, syarat-syarat sesusuain yaing meingharamkain 

inikah, dain pembuktiain sesusuain. 

4. Bab IV (Kedudukain Ainak Akibat Pembatalain 

Perkawiinain Sesusuain Dalam Perspektif Hukum 

Islam dain Hukum Positif Di Iindoinesia) bab iini 

memuat teintaing status hukum ainak akibat 

pembatalain perkawiinain sepersusuain berasaskain 

perspektif hukum Islam dain hukum positif di 

Iindoinesia, dain perliinduingain hukum ainak dari 

perkawiinain sesusuain. 

5. Bab V (Peinutup) bab iini ialah peinutup dari semua 

raingkaiain peinelitiain, yaing berisi teintaing 

kesimpulain dari seluruh pembahasain sebeluminya 

dain diakhiri deingain sarain-sarain. 
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BAB V 

PEiNUTUP 

 

A. KESIMPULAiN 

Berasaskain peinelitiain yaing sudah dilakukain, dapat 

dihimpuin beberapa kesimpulain, yakini: 

1. Status hukum ainak dari perkawiinain sesusuain dalam 

paindaingain perspektif hukum Islam ialah ainak sah, jika 

ia terlahir dari perkawiinain oraing tuainya yaing semula 

sah dalam paindaingain agama, meskipuin dikemudiain 

hari diketahui bahwa perkawiinain itu terjadi diaintara 

mahram atau adainya hubuingain mahram di aintara kedua 

pihak, sehiingga meinyebabkain perkawiinain itu batal 

demi hukum. Dalam paindaingain hukum positif di 

Iindoinesia, status hukum seoraing ainak yaing lahir dari 

perkawiinain yaing sesusuain secara umum tidak sah, 

sebab kelahirain ainak itu berdasar pada perkawiinain 

yaing tidak sah da in terlaraing. Akain tetapi berbeda 

halinya jika perkawiinain terlaraing itu terlaksaina tainpa 

meingetahui adainya hubuingain sesusuain diaintara kedua 

pihak, maka ainak yaing lahir dari perkawi inain sesusuain 

yaing diawali deingain ketidaktahuain hubuingain mahram 

aintara keduainya, maka status hukum inya meinjadi sah, 

sebab pada dasarinya kelahirain ainak itu berasaskain 

perkawiinain yaing semula sah di mata agama dain hukum 

peruindaing-uindaingain. Meskipuin dikemudiain hari 

diketahui bahwa perkawiinain kedua oraing tuainya ialah 

perkawiinain yaing tidak sah da in terlaraing sebab 

hubuingain sesusuain. Akain tetapi, status dari ainak yaing 

dilahirkain dalam perkawiinain itu tetap diinyatakain sah. 
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2. perliinduingain hukum terhadap ainak yaing lahir dari 

perkawiinain sesusuain itu sama halinya deingain 

perliinduingain hukum bagi ainak-ainak yaing lahir dalam 

perkawiinain yaing sah. Hak-hakinya sebagai seora ing 

ainak tetap terpeinuhi sebagaimaina yaing ditetapkain 

dalam peraturain peruindaing-uindaingain yaing berlaku, 

yakini hak hidup, hak uintuk tumbuh dain berkembaing, 

hak atas ideintitas diri, hak meindapatkain peindidikain, 

peingajarain, pemeliharaain, hak meindapatkain kasih 

sayaing dain pelayainain dain perlakuain yaing adil, hak 

meindapatkain perliinduingain dari tiindakain diskrimiinasi, 

serta hak atas kewarisain. 

 

B. Sarain 

Sebagai catatain akhir maka peinulis akain memberikain sarain: 

1. Seharusinya pemeriintah lebih ketat lagi dalam membuat 

peraturain maupuin memeriksa persyarata in perinikahain 

agar dapat memiinimalisir terjadi perkawiinain sesusuain 

yaing meingakibatkain akibat hukum bagi pasa ingain 

suami istri termasuk juga bagi a inak yaing lahir dari 

perkawiinain itu 

2. Bagi masiing-masiing caloin peingaintiin puin sebaikinya 

lebih meingeinal asal usul caloin pasaingain apakah 

terdapat halaingain perinikahain bagi agama mereka agar 

terhiindar dari perkawiinain yaing terlaraing. 

3. Jika terjadi perkawiinain terlaraing, inamuin sebeluminya 

tidak meingetahui adainya halaingain perkawiinain aintara 

kedua pihak, maka perlu diadakain peinelusurain deingain 

cermat meingeinai kelainjutain dain akibat dari status 

perkawiinain itu khususinya meingeinai ainak. Seharusinya 

hak-hak tetap harus terliinduingi sebagaimaina mestiinya, 
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baik dalam paindaingain hukum agama maupuin 

peruindaing-uindaingain, sekalipuin ainak itu terlahir dari 

perkawiinain sesusuain. 
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